
BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMORIIO TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 47

TAHUN 2OL7 TENTANG TUNJANGAN KESE.IAHTERAAN PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan,

kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang

berlaku, maka besaran jaminan kesehatan, tunjangan

tranpostasi dan tunjangan perumahan Anggota Dewan

Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Buru sebagaimana

diatur dalam pasal 3 ayat (21 huruf a dan ayat (4)',

Peraturan Bupati Buru Nomor 47 Tarljun 2017 tentang

T\rnjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Buru, sehingga

perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buru

Nomor 47 Tahun 2OL7 tentang T\.rnjangan Kesejahteraan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Buru;

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara

I

Mengingat



2.

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun L999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2OOA PErubahan Atas Undang-Undang Nomor 46

Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,

Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang

Pengawasan dan Pertanggungiawaban Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aaOol;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

3.

4.
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2AlL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 523a\

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) s,gfoegaimana

telah diubah beberapa kati terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OLT tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 1O6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6A571;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLL

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O1L Nomor 310);



Menetapkan :

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2AL7

tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 1067);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor L2 Tahun 2015

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2}ls
Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2A16

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru
Tahun 2016 Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor O2 Tahun Z1fi
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten

Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Afi
Nomor O2);

16. Peraturan Bupati Buru Nomor 47 Tah:un 2ALT tentang

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Angota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru (Berita Daerah

Kabupaten Buru Tahun 2Afi Nomor 47);

17. Peraturan Bupati Buru Nomor 15 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 47 Tahun

2017 tentang T\rnjangan Kesejahteraan Pimpinan dan

Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru
(Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPA?I TENTENG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEIilTAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BURU.
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Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Buru Nomor 47 Tahun 2AI7
tentang T\rnjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Brrru Tahun 2AL7

Nomor 47'1, khusus tentang Jaminan Kesehatan (Chek Up), T\rnjangan

Tranpostasi dan T\rnjangan Perumahan diubah sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 02 Januari 2OL9.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Burtr.

Ditetapkan di Namlea

pada tanggal 05 Desember 2018

uIv

UMASUGI

Diundangkan di Namlea

pada tanggal 05 Desember 2018
I

plsexnoreRls DAERAH f,
KABUPATEN BURU,

ft^,(ms;;tr
BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR

Paraf Koordinasi
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : lto TAHUN 2OtB
TANGGAL : 05 DESEMBER 2018
TENTANG: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 47

TAHUN 2OL7 TENTANG TL]NJANCIANT KLSRIAFITERAAN PIMPIMN DAN
A}{CCICNA DE\JVAN PERTMAKIIAIY RAIffATDAERAI{ KAEIUPATEN BURU

NO Uraian Jabatan Jumlah Keterangan

t JamftunlGsd:atan

Chd.tlp

IGhra 5.000.mo Per Tahun
lldakternasttkistri/

suamidananak
Wald 5.000.mo Per Tahun

Angqta 5.000.000 Per Tahun

BPJS

Ketra 84.O00 RrErlan
Termasukisfi/
sramidananal<Wakl 67.2W krBulan

Angota 63.OOO FerBr-r]an

2
Ttujangan
Ifucdal<aan

I(etua 2.100.000 O.24o/a

Wakl I.680.(nO O.24o/o

Angota 1.575.000 4.24o/o

3 TUnjangan Ikrnatian

Ketua 2.100.000
O.3a/o DariUang

Reeresentasi I(etra
DPRD

Wakl 1.680.000
O.3o/o DaiUang

neereserfasiWakl
I&tuaDPRD

Angota 1.575.000
o.3% DariUang

nepreser*asiArrgota
DPRD

+
Tlqiangan
Transportas

IGhra MobrlJabatm

Wakl MoblJabatan

Angota L4.7W.W Perbulan

5
T\:4iangan
Ferumatmr

IGtua fumahDinas

Walnl RumahDinas

Angota 11.800.000 Perbulan
TidakMehbilf Ttud.
FerumahmDPRD
Prcvinsi

6
Bdar{aR;rna&r
TangaPimpinan
DPRD

Ketua 35.0m.0m Perbulan

Wakl 30.000.000 Perhulan

7. Ebla4iaRess

a SannaMejaKursi Plmp &Angota 1.000.mo Per kegiatan

b. SewaTenca Ptmp&Angota. 2.000.000 Per kegiatan

c. sernaSoundsystern Pimp&Argota 1.000.000 Per kegiatan

d BiayaMakan Ptmp&Angda 7.425.W Per kegiatan

e.BiryaSnad< Ptmp&Angota 4.125.000 Per kegiatan



8. Belafa Hari Rrya
IdrrFlki

IGttra m.865.000 Per kegiatan

WalalIGtua 20.608.000 Per kegiatan

Angata 17.388.000 Per kegiatan
9 Belaqia l{,ari REra

IdnlAdha
Kehra 16.744.W Per kegiatan

WalnlKehra 15.050.000 Per kegiatan

Angota 13.531.636 Per kegiatan

10 Pal<aan Dinas dan
Atfrur
L PSH fknpfumdan

Angsta z.zfl.Cfp1sld 2 stel 1(satu)taln;n

b. PSR elqpinardar
Angota 2.300.O00/stel I stel 1(satu)tahun

c. PSL Pkrpinardrr
Angota 5.00o.000/sel 2 stel

5 (im{tahm

d. PDH Pimpinmdart
Angota 2.300.000/stel 1 stel

e. CiriKtrasDmah Ptmpinandarr
Angota 1.25O.00O/se1 1 stel 1(sdu)tahun

f Atrbur I€in
[EtnUem)

Ptmpinan drr
Angota

Diseg'tallwr
lOgmmemas

l buahl
tahun

5
fhrgadisestail<an
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